BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemerintah membuat program nasional yang dinamakan PTSL untuk
memudahkan masyarakat di Indonesia mendaftarkan tanahnya. Hal tersebut
dikarenakan di Indonesia masih terdapat banyak tanah yang belum
bersertipikat. PTSL merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak dalam satu wilayah Desa/Kelurahan yang meliputi
pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan PTSL sendiri
diatur oleh Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018.

5.1.1 Penerapan Asas Publisitas Dalam Penentuan Jangka Waktu
Pengumuman Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Penerapan asas publisitas dalam penentuan jangka waktu pengumuman
dalam PTSL dilaksanakan dengan mengumumkan data fisik dan data
yuridis bidang tanah yang didaftar melalui PTSL. Pengumpulan data fisik
dan data yuridis dalam kegiatan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 6/2018. Data fisik dan data yuridis bidang tanah dalam
kegiatan PTSL yang sudah terkumpul diumumkan di Kantor Panitia
Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan sebagai bentuk
pemenuhan asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah. Namun,
sayangnya ketentuan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis
dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 berbeda
dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri
Agraria No0.3/1997 dan Pasal 26 PP No. 24/1997. Hal tersebut

menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penerapan asas
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publisitas, jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis yang
diatur menjadi tidak konsisten.

Pada prakteknya BPN dalam kegiatan PTSL ini memang menggunakan
ketentuan dari Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 termasuk
mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis bidang
tanah. Namun, pada dasarnya dengan mengacu pada asas peraturan
perundang-undangan lex superior derogat legi inferiori peraturan yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi. Apabila terdapat peraturan yang berbeda tingkatannya dan
mengatur mengenai hal yang sama dan dalam hal ini adalah pengaturan
mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis maka
yang harus digunakan adalah peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.
Dalam hal ini berarti Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 tidak
boleh bertentangan dengan PP No. 24/1997 dan pada kenyataannya
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 bertentangan dengan PP No.
24/1997 sehingga seharusnya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila BPN menggunakan ketentuan dari Peraturan Menteri ATR/BPN
No. 6/2018 mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data
yuridis bidang tanah, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Jika BPN ingin
menerapkan ketentuan dari Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018
maka diperlukan dasar hukum yang jelas dan bisa membenarkan bahwa
BPN diperbolehkan untuk mengesampingkan PP No. 24/1997 mengenai
data fisik dan data yuridis bidang tanah. Pasal 44 Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 6/2018 tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi BPN
untuk menerapkan ketentuan dari Peraturan Menteri ATR/BPN No.
6/2018 mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah.
Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut yang isinya mengatur mengenai
kegiatan PTSL wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 6/2018 bukan berasal dari peraturan yang lebih tinggi,
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tetapi masih berasal dari peraturan menteri itu sendiri yang masih
setingkat. Peraturan yang hierarkinya lebih rendah tidak dapat
memerintahkan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi untuk
menyesuaikan dengan Peraturan yang hierarkinya lebih rendah. Oleh
karena itu, jika BPN dalam hal menentukan jangka waktu pengumuman
data fisik dan data yuridis harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 6/2018 seperti yang dicantumkan dalam Pasal 44
peraturan menteri tersebut maka seharusnya ada dasar hukum dari
peraturan yang lebih tinggi atau setingkat dengan peraturan pemerintah
supaya aturannya tidak bertentangan dengan PP sehingga dasar
hukumnya menjadi jelas dan mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumuman
data fisik dan data yuridis bidang tanah yang didaftarkan melalui
kegiatan PTSL seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Agraria No.
3/1997 dan PP No. 24/1997. Jangka waktu pengumuman yang juga
merupakan jangka waktu bagi pihak lain yang berkepentingan untuk
mengajukan keberatan terhadap data fisik dan data yuridis bidang tanah
yang didaftarkan, jelas harus mengacu pada kedua peraturan diatas
karena kedua peraturan itu isi ketentuannya sama dan PP No. 24/1997
merupakan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya daripada Peraturan
Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Oleh karena itu, pengumuman data fisik
dan data yuridis sebagai pemenuhan asas publisitas harus menerapkan
aturan dari Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan
Pasal 26 PP No. 24/1997. Dengan ini maka kegiatan PTSL khususnya
pada tahap pengumuman data fisik data yuridis akan berjalan dengan
baik karena aturan yang diterapkan sudah sesuai, konsisten dan tidak
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi lagi sehingga dapat

dipertanggungjawabkan nantinya.
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Selain itu, dari penjelasan di atas juga dapat ditarik kesimpulan mengenai
penerapan asas publisitas dalam kegiatan PTSL supaya tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada beberapa cara agar tidak
timbul ketidakpastian hukum karena adanya peraturan-peraturan yang
mengatur jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis yang
tidak konsisten. Cara tersebut adalah dilakukan harmonisasi hukum
antara Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 dengan Peraturan
Menteri Agraria No. 3/1997 yang mengacu pada PP No. 24/1997 supaya
aturan hukum yang menjadi acuan kegiatan PTSL tidak saling
bertentangan. Dengan begitu maka aturan hukumnya menjadi lebih jelas
dan dengan jelasnya suatu peraturan maka peraturan tersebut dalam

pelaksanaannya akan menjadi lebih efektif.

Dengan adanya harmonisasi hukum terkait pengumuman data fisik dan
data yuridis sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas maka penerapan
asas publisitas akan terselenggara dengan baik. Konflik atau sengketa
yang bisa ditimbulkan dari perbedaan jangka waktu pengumuman data
fisik dan data yuridis bidang tanah akan dapat dihindari. Pelaksanaan
kegiatan PTSL dan tujuan dari PTSL pun akan tercapai. Suatu peraturan
yang baik, jelas dan konsisten akan memberikan dampak yang positif

bagi pelaksanaan peraturan tersebut dalam masyarakat.

Dampak Penentuan Jangka Waktu Pengumuman Dalam Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap

Penentuan jangka waktu pengumuman dalam PTSL yang mengacu pada
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 mempengaruhi keabsahan
pelaksanaan proses pendaftaran tanah melalui PTSL. Dengan mengacu
pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 yang
bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.
3/1997 juga Pasal 26 PP No. 24/1997 maka proses pelaksanaan PTSL
bisa menjadi tidak sah. Hal tersebut dikarenakan Pasal 24 ayat (2)
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Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 dapat dianggap cacat karena
tidak sesuai dengan Pasal 26 PP N0.24/1997 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, perlu harmonisasi
hukum dengan melakukan revisi pada peraturan-peraturan terkait jangka
waktu pengumuman data fisik dan data yuridis pada pendaftaran tanah
secara sistematis supaya pelaksanaan PTSL menjadi sah dan tidak
memberikan dampak negatif yang menimbulkan kerugian kepada para
pihak yang terlibat dalam kegiatan PTSL. Selain itu, hal tersebut juga
dimaksudkan agar produk hukum yang dihasilkan oleh Peraturan Menteri
No. 6/2018 dapat dipertanggungjawabkan, karena jika Peraturan Menteri
No. 6/2018 bertentangan dengan PP No. 24/1997 maka ada kemungkinan
sertipikat yang sudah didapatkan oleh pihak pemohon dibatalkan sebab
peraturannya tidak sah atau cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat. Adanya harmonisasi hukum terkait jangka waktu
pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah juga penting dan
diperlukan supaya pihak penyelenggara kegiatan PTSL pasti dan jelas
dalam menerapkan aturan terkait jangka waktu tersebut karena ada dasar
hukum yang jelas terkait jangka waktu tersebut.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisa pada BAB 1V, terdapat beberapa aspek negatif yang
mungkin timbul dari hasil analisa tersebut. Di sini penulis mencoba untuk
memberikan saran terkait dengan apa yang terdapat dari hasil analisa. Saran
yang diberikan dimaksudkan supaya pelaksanaan PTSL dapat terselenggara
dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi konflik di kemudian
hari. Berikut merupakan saran yang diberikan supaya pelaksanaan PTSL dapat
dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi para

pihak yang terlibat dalam kegiatan PTSL.

1. Dalam kegiatan PTSL, pemerintah memberikan kemudahan kepada
masyarakat yang memiliki tanah untuk mendapatkan sertipikat. Namun,
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salah satu tahap pelaksanaan PTSL yaitu jangka waktu pengumuman data
fisik dan data yuridis bidang tanah yang di daftar pengaturannya tidak
konsisten dan berbeda antara Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 6/2018 dengan Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan
Pasal 26 PP N0.24/1997. Hal tersebut mempengaruhi penerapan asas
publisitas dalam kegiatan PTSL, penerapan asas publisitas dalam kegiatan
PTSL menjadi tidak jelas. Pihak penyelenggara PTSL di satu sisi pada
dasarnya tidak boleh menerapkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 6/2018 karena aturannya bertentangan dengan Pasal 63 ayat
(2) Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan Pasal 26 PP No0.24/1997, di
sisi lain kegiatan PTSL diperintahkan untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Hal tersebut salah satunya
dimaksudkan supaya target sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah
dapat tercapai karena jangka waktu pengumuman data fisik dan data
yuridisnya lebih cepat sehingga penerbitan sertipikat bisa lebih cepat. Oleh
karena itu, sebaiknya dilakukan harmonisasi hukum terhadap peraturan-
peraturan tersebut yaitu ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu
pengumuman data fisik dan data yuridis supaya aturannya menjadi
konsisten dan dasar hukum penerapan asas publisitas dalam kegiatan PTSL
menjadi jelas.

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 bertentangan
dengan Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan Pasal 26 PP N0.24/1997
yang isinya mengatur mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan
data yuridis. Hal tersebut bisa menimbulkan berbagai dampak negatif
seperti dampak negatif pada produk hukum yang dihasilkan oleh Peraturan
Menteri ATR/BPN No. 6/2018, yaitu sertipikat dapat dibatalkan karena
peraturannya cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Selain itu, pihak penyelenggara PTSL dalam menerapkan aturan mengenai
jangka waktu data fisik dan data yuridis menjadi tidak jelas seperti yang
sudah dijelaskan sebelumnya, karena ketentuan yang menjadi dasar

hukumnya tidak konsisten meskipun pada kenyataannya BPN mengacu
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pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Oleh karena itu, berarti
BPN mengacu pada ketentuan yang bertentangan dengan PP No. 24/1997
maka sertipikat yang merupakan produk hukum yang dihasilkan dari
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 bisa saja dibatalkan. Supaya hal
tersebut dapat dihindari maka sebaiknya penentuan jangka waktu
pengumuman data fisik dan data yuridis sebagai bentuk pemenuhan asas
publisitas pada kegiatan PTSL mengacu pada Pasal 63 ayat (2) Peraturan
Menteri Agraria No. 3/1997 karena Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri
Agraria ketentuannya sesuai dengan Pasal 26 PP No. 24/1997. Selain itu,
supaya ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data
yuridis menjadi konsisten maka sebaiknya Pasal 24 ayat (2) Peraturan
Menteri ATR/BPN No. 6/2018 menyesuaikan dengan Pasal 63 ayat (2)
Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan Pasal PP No. 24/1997 supaya
produk hukum yang dihasilkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN No.
6/2018 menjadi sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah beberapa
saran yang dapat dilakukan supaya pelaksanaan PTSL dapat berjalan
dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat
dalam kegiatan PTSL.
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